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KARTO KEDUAHGA7 KARTU TANDA PENDUDUK DAN

PERTUAHAN DSTAM EANGKA PELAKSANAAN
Pmmmmn PENDUDEX

{

" DENGAN HAHUAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPAIT KEFALA DAPRAH TINGKAT II PACITAN

: bahwa untui: mnétapkan daaa:é hukum pelaksanaan penda.:t’-

P A

Menimbang

~lam Kaputusan Preeiden Nomar 52 tabun 1977, moka di
'- pandang perlu mtuk mengatur tontang Kartu Keluarga ,
Ehrtu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka ““pe ~

o _ - Daerah Tingkat IX. _
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 t'mtang Pokok -
' ] pokok Pemerintahan di Daerah ; '} :
. an Daerah~daerah Kabupaten dajam lingkungan I’z‘opj_n-
i Jawa Timur

3 Unda.ng-unda.ng Nomor 12 Drt, ‘tahun 1957 tentang Per-
aturan Umum Eetribual Daerah

4. Keputusan Preaiden Nomoxr 52 tahun 1977 tentang Ten-
daftaran Penduduk |

- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nombr-s"tahun 1977
tentang Polakeanaan Pon#aftaran Penduduk §

6¢ Keputusan Nenteri Dalam Negeri Nomor 404 tapug 1977
tentan~ Pedoman Penyusunan Poraturan Laerah Tinckat
II tentang Eartu Keluarga, Kastu Mnga Pendudul: dan
Perubahan dalanm pelaksanaan pendafta.ran penduduk.
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“taran penduduk dalam rangka melaksanakan ketentusn do=

- | laksanaan Pendaftaran Penduduk, dengan suatu Peraturan .

2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentuk -
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Bangan peroetujuan Demn Porwakilan Eakyat Daerah Kabupaten Daera.h 3
Tinglat II Pacitan, . |

| MEMUTUSEKAN o
Menetapkan i FERATURAN BAERAH KABUPATEN DAERAH TINGEAT II PACITAN
. TENTANG KARTU KELUARGA, KARTU TANDA
FENDUDUK DAN PERUBANAN DATAM RANGEA
, + PELAKSANAAN PENDAPTARAN PENDUDUK.
BAD I
KETENTUAN  UMUM
Pasal 1

(1) Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan
ist:llah 3 : : '

a.. Pemerintah Daerah Tingkat II, ialah Pemerintah
Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitang

be Kepala Daerah Tingkat II, ialah Bupati Kepala
 Daerah Tinglrt IT Paoitan j

¥, Dnrah Tingkat II, ia.lah Kabupaten Daerah Ting
kat II Paoitan }

ds Instansi atasan, ialah Instanai atasan dami
Eepala Daerah Tingkat II § '

e, Desa, lalah suatu init Pemerintah yang bera.da—_:
langsuny dibawah Kecamatan atau dengan - nama
lain yang setingkat densen desa dalam Daerah
Tingkat II seperti Kelusehan, Linglungan

(2) Dalanm Peraturan Daerah ini pengertian dart fevt -
+ lah 8 - S

AL a.. Penduduk, la].ah setiap orang baik warga Negara'
Republik Indonesia maugun orang asing yang ne-
netap dalam wilayah Negara Republik Indonesiajg

- be Penduduk orang asing, ialah orang asing ~ yang

. telah menetap dalam wilayah Negara Repub_lik In

\ | ' . - | donesia sesual dengan ;ieraturan perundangan -
\ o ‘ . yang berlaku § -

\ | ' ' Ce Penduduk semsntara, ialah orang asing yang ber

 tempat tinggal tidak menetap dalam wilayah Ne-
gara Republik Indonesia !

_



.d.

Qe

Perubaha.n. ialah nutasi yang ter;]adl dalan sua

tu wilayah karena perpindahan. kelahiran dan

kematian _
Kartu Tanda Penduduk (KTP), laleh Kartu seba -

- gal tanda bukti airi (legitimael) temp:t ting-

Ze

821 tetap dalam suatu Daerah Tingkat IT j

Surat Keterangan Pendaftaran, ialah merupakan- |
buktl dirl bagi orang asing sebagai penduduk -
sementara yang bertempat tingsal sementara da-

. lam suatu wilayah Daerah Tingkat II j

EKartu Keluarga, lalsh Kartu yang memuat daftar

- nama~nama anggota keluarga secara kemasyorakat

he

a.n amenjadl tanggung ;]awab Kepa.la Keluarga ]
Kepa:l.a. Keluarga., dalah ¢ - ¢

e Ql:ang laki-lakl kawin atau tida.k, juga ber
. tempat tinggal dengan orang perempuan seba-

gai isetrinya dan/atau bersama dengan anak -

a.naknya:." -

2¢ Orang perempuan tanpa mamandang kadudulcannya -
. daiam hubungaa keluarga yang bedtempat t:tng
'gal dengan anak-anaknya yang belum dewasa -

. . atau denga.n anak-anaknya sendiri yang. sudah

dewasa §

3, Orang 1ak1—1aki atau perempuan yang bertem-

“pat tinggal aendiri Yy

4+ Kepala kasatrian, asrama. rupah piatu dan

‘1aln-lain perumahan dimana beberapa oreng
bertempat tinggal bersama~sama dan/atau se~
‘bagal lnesatuan keluarga } :

5. Orang ya.ng men:]adi ‘atau dianggap men;]adi

asa/makil dapl orang yang terganggu ingatan o

a nya 3

Ge Kuaga dari orang yang kehilangan hak meng!

agal atau mengurus harta bendanya menurut -
keputusan Pengadiian. _ :



| BAB II
KEWAJLSAN PENDAPTARAN PENDUDUK

Pasal 2

(1) Setiap penduduk yang 'bertempat tingga.l diwailayah Dae-~
rah Tingkat II, dengan memperhatikan ketentusn. . dalam
-'Ipasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini, wajidb menaaftar' '_
kan diri kepada Kepala Daerah T:Lngkat II melalul Kepa—= -

| la Desa setempat untuk memiliki Khrta Tanda Penduduk §

(2) _Denga.n tidak mengurangl ketentuan dimaksud pada ayat
(1) ‘pasal ini, setiap keluarga waji‘b mendaf tarkan 4irl

) hepada Kepala Daerah Tingkat II melalul Kepa.la Desa ‘
aetempg,t untuk memillkl Kartu Keluarga }

'(3) Setiap penduduk sementara yang bertempat tinggal semen

tara daiam wilayah Daerah Tingkat II wajid mendaftar -

kan dlri kepeda Kepala Daerah Tingkat II melalul Kepae:

la Desa setempat untuk memiliki Surat Keterangan Pen =
: da:ftaran.

BAB III

KARTU KELUAEGA DAN KARTU TANDA PENDUDUK
‘Pasal 3 -

- (1) Setiap Kepala Keluarga wajib memilill Kartu Keluarga $
- (2) Da.lam Kartu Keluarga dloantukan data Kepala Kekuarga -

dan anggota keluarga yang bersangkutan }

(3) Anggota keluarga yang teroantum dalam Kartu Keluargs =

adalnh mereka yang seoara kemasyarakatan menjadl tang-
g{lng Jawab Kepala Keluarga yang bersangkutsn ;-
i .

' (4) Bentuk dan warna Kartu Keluarga dltetapkan oleh Kepala

Daerah Tingkat II dengan memperhatikan petunjuk dari
Instansi atasan. :

|
;Pa.sa.l 4

(1) Setiap penduduk yang telah 'berusia 17 (tujuh belas) ta
hun atau telah kawln atau pernah kawin wajib memillki-
Kartu Tanda Penduduk’ (KeT) 3

I .
(2) Bentuk dan warna Kartu Tenda Penduduk (KTP)} aitetapkan:
oleh Kepala Daerah Tingkat II dengan memperhatikan pe=
tunjuk darl Instansi atasan §



(3) Delam Kartu Ta.nda Penduduk (ETP) dloantumkan antara -
_la.in nama 1engkap, jenla kelamln, warga nsgara, tempat
dan tanggal lahir/umur, pekerjaan, agama, alamat, pas

- photo, nomor Eartn Tanda Penduduk, golongan darah;

| o " Paeal 5 - }
(1)' Setiap Kepala Kelua.rga wmjlb melaporkan peru'bahanyang :

| ter;ja.dl atas dirinya atau anggota kelua.rganya kepada-
- Kepala ‘Desa setempat $

(2) Eewajiban dlmekmud pada a.ya.t (1) pasal ini berlaku ba
- gl anggota keluarga, apablla Kepala Keluarga 'berha -
langan 3 -

(3) Selambat-lambatnya dala.m jangka waktu 14 (empat be - -
© las) hari, setiap perubahan yang terjadi atas perubah -
an Kerala Keluarga dan anggoia keluarga dloatat dalam
Eartu Keluarga dengen oara dimakeud dalam pasal ' 6 -
~ayat (1) Peraturan Daerah inis

- ‘Pasal 6 |

" (1) Setiap penduduk yang barpindah tempat tinggzal - wajlb
‘melaporkan kepada Kepala Desa ditempat yang lama dan
" mengurus keterangan pindsh darl pejabat yong berwe =
__nang nenyangkut kepiadahannya sekurang-kurangnya 7 -
~ (tujuh) hari sobelum hari kepindahan yang bersangkut-

. an dan kepada Kepala Desa ditempat yang beru selombat
 lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung

sejak yang bersangkutan sampal ditempat tersebut j

" (2) Dengan memperhatlkan ketentusn dimeksud pada ayat (1)

 pasal ini, penduduk yang bersangkutan mengurus aurat-
plndah kepada Camat dalam hal kepindahan kelain Keca-

 matan atau keluar Daerah Tingkat II Jawa Timur §

(3) Camat sebagai pejabat' yang berwenang dimaksud - pada
- ayat (2) pasal ini, bertlndak i |

a._atas na.manya dalma hal kepinda.han kelain Keoama.tan;

 be ‘Batelah mondapat pelimpahan wewenang darl KRepala
Daera.h Tingkat II, da.la.m hal kepindahan keluar Dae
rah Tingkat II atau '

¢e setelah mendapat pellmphhan' wewenﬁng darl Gubernur



Kepala Daerah Ilngkat I Jawa Ilmur, dalam hal ke =
plndahan kaluar Propinel Daerah Tingkat I Jawa Ti~=
mur 1

- (4) Dalam hal kepind_han keluar negeri, katerangan pindah
darl Camat essuai dengan pelimpahan wewenang dari Gu -
. bernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur untuk disam=
paikan kepada Instanoi Imigraai yang berwenang bersama

. purat-surat lain yang dlperiukan.

Pasal T

Untuk setiap perubahan 'd1maksud dalam pasal 5 dan 6 Per =
aturan.Daerah ini dicosuaikan daftar isian yang bentuk dan
warnanya dltetapkan oleh Kepala Daerah Tingkat II - dengan
memperhatikan petunjuk darl Instansi atasan, -

Pasal 8

(1) Kartu Kbluarga dilsi oleh Kepala Keluarga dan diketa -‘
hui kebenarannya oleh Kepala Desa 3} '

.(2) Kartu Keluarga dibuat rangkap 4 (empat( yang‘marupakan.
data adminlstrasi bagi Camat, Kepala Desa, Kepala Ru=
kia Tetanggn dan Kepala Keluvarga 3

(3)_Sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) tahun, oleh Ke
- _pala Desa diadakzn penelltian kembali atas Kartu Kelu~
arga,;

Pasal 9

(1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) diberilkan dan ditanda tange
ni oleh Camat atas nama Kepala Daerah Tingkat II ber-
_ dasarkan Kartu Keluarga - 3

(2) Kartu Tanda Penduduk (KTP) berlaku aelaﬁazéf(dua)tahun |
sejak tanggal dikeluarkannya untuk soseorang } -

(3) Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang telah berakhir masa =
berlakunya, wajib dilaporkan oleh penduduk yang ber =
. sangkutan untuk diganti dengan Khrtu Tanda Penduduk -
(KTP) yang baru

{(4) Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KIP) yang ru-
' ‘sak atau hilang, diganti dengan kartu yang baru setelah
yang berkentingan menyerahkan surat keterangan mengenai



' dan membayar retribusi tersebut dalan pasal 10 ayat

(3)

(1)

(2)

kxehilangan atau kerusakan darl Kepolisian setempat — .

(2) Peraturan Da.erah ini

Setiap penduduk ha.nya. dapat momlliki 1 (satu) Kartu"
Tanda Penduduk. ' '

B A .l.i IV
PENGADAAN DAN PEMdUATAN’KARTu/SUEAT
- SERTA EETRILUSI

N pasal - 10 _
Biaya yang dlkeluarkan sebagai akibat pelaksanaaa -
pengadaan dan pembuatan Eartu Keluarga, Kartu Tanda
Penduduk (KTP) dan surat Keterangan Pendaftaran di-
bebankan pada Anggaran Pandapata.n dan Belanja Daera.h
Tingkat II j | S .
Untuk setiap pemberian Kartu Keluarga, Kartu Tanda
Penduduk (KTP) dan surat Keterangan Pendaftaran di-.
kenaken retribusi termaeuk ongkos cetak masing-ma -
sing Kartu/Surat dltambah 10 % (aepuluh persen)untuk
biaya penyelenggaraaa di Keocanatan dan Keluraha.n, sexr -
ta biaya foto maslng-masing untuk :

a, Kartu Keluarga, sebesar Ep 150,00 (aeratua lima -
puluh rupiah) j . - :

be Kartu Tanda'Pendudﬁk (KTfP), sebesar Ep 175,00 (se
ratus tujuh pulvh lima rupiah) ;

0¢ Surat Ketera.nga.n Pendaftaran, sebesar Bp 150, 00-

(3)

(seratus lima puluh rupiah)

Retribusi ongkos oetak Kartu/Surat serta biaya foto
dimaksud merupakan penerimaan yang dimaaukka.n Kas
Daerah Tingkat II dan dltambah 10 % |sepuluh porsen)
langsung dipergunakan oleh Kecamatan dan Kelurahan -

- maslng-maclng 25 % (dua puluh limx peraen) dan 75 Fwm

(1)

(tujuh puluh lima poraen).

BAB V ,
 KETENTUAN PIDANA
- Pasal 11

Pelanggaran atau kelalalon terhadap ketentuan-keten-
tuan delam pacal 2, 3 ayat (1), 4 ayat (1), 5, 6ayat

. (1) dan 10 ayat (2) Peraturan Daerah inl, :;apa’b ai



hukum plda.na kurungan aolama-la.manya 3 (tiga) bulan
atau denda sotiuggi-tingginya Rp 10,000,00 (aopulu.h ri
‘bu rupiah) j . |

(2) Tindak pidana dimakaud pada ayat (1) pasal. mi,adalah-
polmar&no '

- "BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP
_ . Pasal 12 . ‘
~ Eartu Kalu rea dan Kartu Tanda Penduduk (KTF) yang ada fe-

karang tetap berlaka sabelum diganti dengan Eartu Keluarga
. dan Kartu Tanda Penduduk (K:EP) borda.aarka.n Peraturan Dae - -

: re.h ini.
| Paaa.l 13
, - (1) Peraturan Daerah ini mlai berlaku pada 'I;anggal ai -
- undangkan § -

(2) Dengan berlakugya FPeraturan Daerah ini dinyatakan dl-
' . eabut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah T:Lngkat II
Pagltan Nomor 30 tahun 1976. _ '

__ Pacitan, 28 Pebruari 1978
' .DEWAN PERWAKIMN HAKIAT D&ERAH BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

KABUPATEN DAERAH TINGRAT II  ~ PACITAN
PACITAN ; :
Caps ttds - - Caps  ttd,
som::mo, BA . L moon,' KOESEAN -

Diaa.hlmn dengan Surat Koputusan Gubornur Kepala mor&h Ting-
. kat I aawa Timur tanggal 31 Maret 1978 Nos Hk,/127/78+

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

" JAWA TTIIUH
Sekretaris Wilayah/Daerah
' Caps ttde

TRINAHJONO, SH



-

Diundangkan dalan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tngkat  IT

- Paoitan tanggal 23 Juji 1978 Nomor 7 Seri B tahun 1978.

Ani BUPATI KEPATLA DAERAH TINGRAT II
o ‘PACITAN
Sekretaris Wilayah / Daerah

.Cap, ttde

HARQEN AL~-HOSYID
Tipi 510 040 346




PENJELASAN
.+ ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGEAT II mcnm
| NOMOR 2 TAHUN 1978
© " TERTANG :
ma:r.'u KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN
‘ PERUBAHAN DATAM RANGKA PELAKSANAAN
| 'PENDAPTARAN PENDUDUK

PENJELASAN _UMUM

Dalam rongka melaksanakan Keputusan Presiden Nomor 52 tahun =
- 1977 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1977 serta
Instruksl Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal - 21
Pebruari 1978 Nomor 6 tahun 1978, dltotapkanlah Peraturan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Paoltan Nomor 2 tahun 1978 tentang Kar
tu Keluarga, Khrtu Tanda Penduduk dan peru’bahan dalam ra.ng,ka pelak
saan pendaftaran Penduduk.

Motif ataun a.la.sa-n yang mendorong diteta.pkannya Peraturan Daerah
tersebut adalah sejalan dengan alasan yang dikonstatir atau dinya-
takan oleh lresiden dengan Keputusannya Nomor 52 tahun 1977, bahwa
pelaksanian pendaftaran penduduk dl Indonesia belum terlaksana de-
ngan balkd Oleh karena itu dengan dltetapkan Peraturan Daerah ter
sebut diharapkan dapat tercapai usaha penertiban pendaftaran pen—
duduk don selanjutnya lebih jauh darl itu tercapai pula usaha pem
binaan ketenteraman dan ketortiban Daerah dalam oakupannya usah.a. -
. ketenteraman da-n ketertiban Nasional,

. PENJELASAN PASAL DEMI PASL]L
Pa.sa.l 1

- Dengan pasa.l :I.n:l. dlmaksudkan agar terdapat kesera.gamn pengertl
an terhadap istilah-istilah dalam Peraturan Daerah ini, sehingsa =

baik bagl pelaksana maupun ma.syara.kat dihara.pkan ‘mudah melaksana -

- kan dan mentaati ’berla.kunya. Peraturan Daerah in:l..

- Papal 2

‘Penertiban pendaftaran penduduk sebagal usaha pembinaan ketente
raman dan ketertiban Nasional buken semata~mata menjadi tanggung =
Pemerintah tetapl juga menjadl tanggoung Jjawab setiap penduduk atau
masyarakat karena hasil darl pada ketenteraman dan ketertiban Na =
sional bukan hanya dinikmatl oleh Pemerintah saja tetapl Juga oleh
penduduk atau maeyarakatd Oleh karena itu setiap penduduk atau

-



v

masyarakat porlu diberikan késadaran akan hal ini,

- Usaha menyadarkan setiap pendﬁduk atau maéyaralcat tersebut ditem
puh dengan menempatkan satu olaueula dalam rasal ini Bebagal "t"a.Jib"
‘ba.g:l aetiap penduduk a.ta.u ma.ayara.kat untuk mandai‘tarkan diri,

| .'Pa.aa.l 3 a/d 9 o
Dengan ke'bentuan-ketentuqn tersebut daiam paaal-pa.aa.l ini dimk

.éudka.n agar seeara cermat dapat dlketahul setiap penduduk yang baxr
- ada daiam Daerah Tingkat II Pa.oitan, aehingga. usaha penerti‘ba.n Pen

i

da.rtara.n penduduk bena.r-‘benar dapat teroapai.

o rasal 10 = | |
Agar terocapai keaqmgaman_ dan }ceéempmaan dalam pembuaté.n dan
pengadaan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk memerlukan pena-

nganan yang sungguh~-sungguh oleh Pemerintah Baerah dan pembiayaan~
nyapun dibebankan pada angsaran Pendapatan dan Bela.n,ja Daerah Khbu

' pa.ten Daerah Tingkat II Pacitan,

Namun penda.rtaran penduduk aebagai suatu hal yang wajlb bagi T -

© tlap penduduk maka sewajarnyalah kalau atas pemenuhan kewajiban ~

terae‘but penduduk dipungut bilaya yang tidak memberatkan sesual de-
ngan kondlei Daerah walaupun magih dimmngkinkan bagi penduduk yang

‘$4dak mempu untuk dibebaskan dari ‘bia.ya itue

) .'Pa.aal 11 _
Dengan ketentuan inl dirakudkan agpar setiap penduduk menyadari

‘bahwa pendaf taran penduduk merupakan suatu hal yang wajid dilakea~

nakan dengan resike bahwa tidak melaksanakan kowajiban tersebut da

'pat berakibvat suatu nestapa ba.ginya (ancamcn hukuman kurunaa.n) dan
keruglen materlil baginya (anoama.n hukuman denda)e ‘ g

.

Pasal 12

Dimaksudkan ager tidak terdapa.t kevalausin (kekoaongan) hukum /
Peraturan, : :

- Pasal’ 13
Cukup jelas

-() =

§——




